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ABSTRAK

Riskar Djafar, NIM:H1116010, “TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN
TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”, di bimbing oleh,
Bapak Jupri sebagai pembimbing | dan Bapak Yudin Yunus sebagai
Pembimbing 11

Tujuan Penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui Pembuktian terbalik
dalam tindak pidana Korupsi, (2) Untuk mengetahui faktor apakah yang mnjadi
hambatan dalam menerapkan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana
Korupsi

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu
suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum
empiris atau sosiologi untuk pengumpulan data yang dibutuhkannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan Pembalikan
Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi diterapkan dua jenis sistem
pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam UU No. 31 tahun 1999
dan KUHAP. Kedua teori ini menerapkan Hukum pembuktian dilakukan dengan
cara menerapkan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan
berimbang dan menggunakan sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang
(Negative Wettelijk Overtuinging). (2) Pembuktian terbalik di dalam proses
penegakan hukum materil dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Tidak
menerapkan teori pembalikan beban pembuktian murni (zivere oms keering
bewijstlast), tetapi teori pembalikan beban pembuktian terbatas dan berimbang.
Pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang yakni
mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana
korupsi dan wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta benda setiap
orang atau koorporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang
bersangkutan dengan Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan
dakwaannya.

Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan sebagai berikut : Agar
kiranya Hakim dalam menentukan terdakwa bersalah berdasarkan pembalikan
beban pembuktian diusahakan supaya ada alat-alat bukti yang mencukupi syarat-
syarat yang ditentukan oleh Undang-undang danDiharapkan juga agar Kkiranya
Dalam sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang pembuktian
terdakwa tidak dapat dijadikan dasar penghukuman, karena JPU masih wajib
membuktikan dakwaannya.

Kata kunci : Tinjauan Yuridis, Pembuktian Terbalik, Korupsi
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ABSTRACT

Riskar Djafar, Nim: HI1.16.010, “JURIDICAL REVIEW OF
INVERSE Evidence IN THE CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION",
guided by, Mr. Jupri as supervisor I and Mr. Yudin Yunus as Advisor I1.

The objectives of this study are: (1) To determine reverse evidence Iin
the criminal act of corruption, (2) To determine the factors that become
obstacles in implementing reverse evidence in cases of corruption.

This type of research uses a tpe of normative legal research, namely a legal
research that does not touch or enter the empirical or sociological jurisdiction
Jordara collection 1t needs,

The results of this study indicate that: (1) The application of reversal
of the burden of proof in the crime of corruption, two types of reversal of the
burden of proof are applied as regulated in Law no. 31 of 1999 and KUHAP.
Both of these theories apply the law of proof by applying a reversal of the
burden of proof which is limited and balanced and uses a negative proof
system according to law (Negative Wettelijk Overtuinging). (2) Reversed proof
in the material law enforcement process in the Corruption Crime case does not
apply the theory of reversing the burden of pure proof (zivere oms keering
bewijstlast), but the reversal theory of the burden of proof is limited and
balanced. Reversal of the burden of proof which is limited and balanced,
namely having the right 1o prove that he has not commitied a criminal act of
corruption and 1s obliged to provide information regarding all the assets of
any person or corporation that is suspected of having a relationship with the
case concerned with the Public Prosecutor is still obliged to prove the
indictment.

Based on the results of the research, it is recommended as follows:
(1) In order that the Judge in determining the defendant is guilty based on the
reversal of the burden of proof, efforts are made so that there are evidence that
is sufficient for the requirements stipulated by law, (2) It is also hoped that in
the proof system The limited and balanced reversal of proof of the defendant
cannot be used as a basis for punishment, because the prosecutor is still
obliged to prove the indictment.

Keywords: Juridical Review, Reversed Evidence, Corruption
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Farida Patittingi ! paling tidak ada tiga bentuk Kkorupsi
sebagaimana disampaikan oleh berbagai kalangan, yakni, political corruption,
judicial Corruption dan birocratic corruption.  Political corruption adalah
perilaku kejahatan politik yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan
diranah politik, sementara judicial corruption adalah korupsi yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisian dan hakim dilembaga
peradilan. sementara birocratic corruption adalah kejahatan korupsi yang
dilakukan oleh aparat birokrasi pemerintahan, baik dipusat maupun didaerah
dengan berbagai modus.

Sementara Bahruddin Lopa menyebut fenomena korupsi dapat dilihat
diamana-mana, bahkan sejarah mencatat bahwa hampir setiap Negara
diperhadapkan dengan masalah korupsi. maka tidak menmjadi sesuatu yang baru
ketika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai perkembangan

zaman, begitu juga dengan cara penanggulangnya.?

! Pendapat ini disampaikan Farida Patittingi dalam Kata Pengantar pada buku yang ditulis oleh
jupri dengan judul buku KPK dan Korupsi Kekuasaan.

2 Fani Fadila Rotinsulu, Tinjauan Yuridis tentang Pembuktian Terbalik menegenai pengembalian
Kerugian Keuangan Negara menurut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal limu
Hukum Legal Opinion Edisi 1, Volume 2, tahun 2014



Korupsi sendiri dianggap sebagai penyakit menular dan dapat
berkembang biak dalam jaringan tertentu, tidak berhenti pada satu jaringan
melainkan berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya hingga seluruh
jaringan itu hancur. Korupsi merupakan kejahatan tingkat tinggi, bukan saja
karena kejahatan ini dilakukan melalui teknik dan upaya yang sistematis tetapi
akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini dapat merusak seluruh sistem yang
terkena virus korupsi tersebut.’

Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah
dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada
pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan.
Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran.
Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.

Di Indonesia korupsi sudah sangat memprihatinkan, sampai-sampai
digolongkan kedalam kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime)
penanganannya pun berbeda dengan tindak pidana lain bahkan lembaga KPK
yang didirakan khusus untuk menangani masalah korupsi diberikan kewenangan
penyadapan yang mana lembaga-lembaga yang lain tidak memiliki kewenangan
tersebut.

Maka tak salah bila kejahatan digolongkan kedalam kejhatan yang luar
biasa karena kebiasaan perilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan
masyarakat salah satunya disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman

mereka terhadap pengertian korupsi. Selama ini, kata korupsi sudah popular

3 https://core.ac.uk/download/pdf/83869109.pdf (diakses 08 oktober 2019)
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dikalangan bangsa Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata
korupsi. Dari mulai rakyat di pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang
swasta, aparat penegak hukum, sampai pejabat negara. Namun jika ditanyakan
kepada mereka apa itu korupsi, jenis perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat
menjawab secara benar tentang bentuk /jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh
undang-undang.*

Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa mengingat korupsi di Indonesia terjadi
secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara,
tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas,
maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan
demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang
khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang
dibebankan kepada terdakwa.

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undnag-undang nomor 22 tahun
2001 bhawa tindak pidana secara tegas dirumuskan sebagai pidana formil, hal ini
yang sangat penting dalam pembuktian. dengan dirumuskan secara formil
sebagimana dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999, kendatipun hasil

korupsi dikembalikan ke Negara, pelaku korupsi dapat diadili dan dihadpkan

4 Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana
Korupsi (Jakarta: KPK, 2006), h. 1.



persidangan untuk mendapatkan sanksi pidana sebgaiman diatur dalam undnag-
undang tersebut.

Hukum pidana Formal yang diterapkan bersifat “Lex Specialist”
konkritnya adanya penyimpangan-penyimpangan Yyang dimaksudkan untuk
mempercepat dan memudahkan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan
disidang pengadilan terhadap tindak pidana yang berlaku.

Pada dasarnya, dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia, beban
untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum.
Hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (“KUHAP”), bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban
pembuktian. Dalam penjelasan Pasal 66 KUHAP, dikatakan bahwa ketentuan ini
adalah penjelmaan asas “praduga tak bersalah”.

Mengenai sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau
berimbang ini dapat kita lihat dalam Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 37A
ayat (3) UU Tipikor:

Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor:

Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan
tindak pidana korupsi.

Pasal 37 A.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan
tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini,
sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan
dakwaannya.



Permasalahan yang timbul akibat diterapkannya pembuktian terbalik yaitu
dengan diberikannya hak kepada terdakwa untuk membuktikan ketidak
bersalahannya dapat menimbulkan beban mental kepada terdakwa dan membuka
peluang untuk melakukan peradilan yang tidak bebas dan memihak, karena ketika
terdakwa tidak dapat membuktikan ketidak bersalahannya maka akan timbul
praduga bersalah dari penuntut umum dan hakim pada hal anggapan tersebut tidak
dibenarkan dalam proses peradilan yang sementara berjalan. Atau dapat dikatakan
suasana peradilan yang bebas yang dilandasi dengan asas praduga tak bersalah
dapat terganggu oleh keterangan terdakwa mengenai dari mana harta kekayaannya
diperoleh dan dikhawatirkan keputusan yang diambil tidak berdasarkan
pertimbangan yang rasional.

Berdasarkan hal itulah sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam
tentang pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi dengan mengangkat
judul penelitian “TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI”

1.2 Perumusan Masalah
1. Bagaimanakah Penerapan Pembuktian Terbalik dalam tindak pidana
Korupsi ?
2. Bagaimana pembuktian terbalik di dalam proses penegakan hukum materil

dalam perkara tindak pidana Korupsi ?



1.3 Tujuan penelitian
1. Untuk mengetahui Pembuktian terbalik dalam tindak pidana Korupsi
2. Untuk mengetahui pembuktian terbalik di dalam proses penegakan hukum
materil dalam perkara tindak pidana Korupsi
1.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademisi
Diharapkan dalam penelitian ini mampu menjadi sumbangan ilmu
pengetahuan  khususnya dibidang ilmu hukum, sehingga kiranya dapat
berperan sebagai literatur untuk menambah khazanah kepstakaan dibidang ilmu
hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
Diharpkan juga nantinya dapat bermaafaat bagi praktisi hukum misalnya,
Polisi, jaksa, dan hakim dalam menyelasaikan permasalahn-permasalahan hukum

pidana khsusnya tentang tindak pidana korupsi



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana
Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia
menjelaskan bahwa Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah
straffbaar feit atau delict, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang
beralku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam
menerjemahkan strafbaar feir. adapun istilah yang dipergunakan dalam bahasa
Indonesia diantaranya sebagai berikut. °
= Prof. Moeljatno memakai istilah Perbuatan Pidana untuk kata delik.
menurut beliau, kata Tindak lebih sempit cakupannya dari pada perbuatan.
kata Tindak tidak menunjukkan pada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi
hanya menyatakan keadaan yang konkret.
= E. Utrecht memakai istilah Peristiwa Pidana karan yang ditinjauan adalah
peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana. adapun Mr. Tirtaamidjaja

menggunakan istilah pelanggaran pidana untuk kata delik.

> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, Hukum Pidana, Jakarta:Mitra Wacana
Media hal.04



Lain halnya denga Jonkers merumuskan bahwa :
Strafbaar feit sebagai suatu peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu
melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan
atau  kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat
dipertanggungjawabkan”.
Sementara Pompe mengartikan Strafbaarfeit adalah :
Suatu pelanggran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan
sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang
pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu
demi terpeliharanya tertib hukum.®
Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulakn bahwa
Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda
yaitu strafbaar feit atau delict yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman

karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya
dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-
perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. dalam rumusan tersebut
ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi cirri atau sifat khas dari
larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang
tidak di larang. perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu

dapat dilarang dengan ancaman pidana kalu dilanggar.

® Ibid hal 06



Menurut simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah :’
1. Perbuatan manusia (Positif atau Negatif, berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan)
2. diancam dengan pidana (strafbaar gested)
3. melawan hukum (onrechtmaatig)
4. dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verabnd stand) oleh orang yang
mampu bertanggungjawab (toereningsvatoaar)
Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjectif dari
tindak pidana (strafbaar feit).
Unsur Objektif :
a) Perbuatan Orang
b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
¢) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti
dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.
Unsur Subjectif :
a) Orang yang mampu bertanggung jawab
b) adanya kesalahan (dolus atau culpa).
c) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.
Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau
dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. sementara menurut Moeljatno

unsur-unsur perbuatan pidana :

" 1bid hal 10-12
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a) Perbuatan (Manusia)

b) yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formal)

c) bersifat melawan hukum (syarat materil)
unsur-unsur tindak pidana menurut moeljatno terdiri dari :

1) kelakukan dan akibat

2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2.1.3 Jenis-Jenis Delik.
Terkait jenis-jenis delik, paling tidak ada 12 pembagian delik yaitu sebagai
berikut :®
1) Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai legal definition of
crimen. dalam persfektif hukum pidana, legal definition of crimen
dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai Mala in se dan mala in
prohobita. dapatlah dikatakan bahwa mala in se adalah perbuatan-
perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan
karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum
ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. Mala in se
selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan.
Van hamel dalam bukunya menaytakan :
“ Kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi

terutama suatu kelakukan manusia dan suatu perwujudan dalam

8 Eddy O.S. Hiariej, 2014, “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka
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masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam
ketentraman masyarakat; jadi perwujudan sosial patologis”

Mala Prohibita adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh Undang-
undang sebagai suatu ketidak adilan. dapatlah dikatakan bahwa mala in prohibita
diidentikan dengan pelanggaran. dalam kosa kata lain perbedaan mala in se
dengan mala in prohibita oleh para ahli hukum dibedakan menjadi felonies dan
misdemeanors. demikain pula dalam bahasa belanda yang membedakan
kualifikasi perbuatan pidana kedalam Misdrijf (kejahatan) dan overtrading
(pelanggaran). Misdrijf lebih mengarah kepada rechtdelicten (mala in se)
sementara overtrading lebih mengarah kepada wetsdelicten (mala prohibita).
sementara dalam kontek KUHP Indonesia, buku kedua dikualifikasikan sebagai
kejahatan dan buku ke tiga dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

2) Delik Formil dan Delik Materil

Perbedaan delik kedalam bentuk delik formil dan delik materil tidak
terlepas dari makna yang terkandung dari istilah ‘perbuatan’ itu sendiri. bahwa
dalam isitilah perbuatan mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan
akibat. agar lebih muda dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah
delik yang menitiberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik
yang menitiberatkan pada akibat.

Contoh delik formil adalah pasal 362 KUHP yang berbunyi : “barangsiapa
mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,
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dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam

puluh rupiah.

sementara contoh delik materil adalah pasal 338KUHP Yang menyatakan,

“ Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

3)

4)

Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
yang dilakukan dengan sengaja, contohnya pasal 338 KUHP, 354 KUHP
dan 187 KUHP dll. sementara delik culpa ialah perbuatan yang dilarang
dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan(kelalaian).
contoh delik culpa yaitu : pasal 359 KUHP®

Delik Commissionis dan ommisionis.

Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang
oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri pasal 362 KUHP dan pasal
penggelapan 372 KUHP. Delik Commisionis umunya terjadi ditempat dan
waktu pembuata (dader) mewujudkan segala ditempat dan waktu pembuat
(dader)  mewujudkan  segala  unsur  perbuatan  dan  unsur
pertanggungjawaban pidana.*°

sementara delik ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan

pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.

9 Bambang Poernomo, 1982, “Asas-asas Hukum Pidana” Yogyakarta; ghlmia Indonesia. hal 99

10 Zainal Abidin Farid, 2009 “Hukum Pidana” Jakarta ; Sinar Grafika hal 177

11 Tongat, 2009 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam pesrfektif pembaharuan”, Malang ;
UMM Press hal 146
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2.2 Tinjauan Umum Mengenai Korupsi
2.2.1 Pengertian Korupsi

Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin,
corruptio.Kata ini sendiri punya kata kerjadasar yaitucorrumpereyang artinya
busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok.

Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan (M.D.J.Al Barry,
1996:208) diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk
kepentingandiri dan merugikan negara dan rakyat.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin:
corruptio = penyuapan; corruptore = merusak) gejala dimana para pejabat, badan—
badan negara meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan,
pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.?

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmers,
menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang,yakni yang menyangkut
masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan
yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari defenisi
yang dikemukakan antara lain berbunyi:*3

“ financial manipulations and deliction injurious to the economy are often
labeled corrupt (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang
membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi)”

Selanjutnya ia menjelaskan:

12 Evi Hartanti. 2009, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika. him:07
13 1bid Halaman : 09
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“ the term is often applied also to misjudgements by officials in the public

economies (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan
oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum)”

la menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan political

corruption (korupsi politik) adalah:

“ electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of

office or special favors, coercion, intimidation, and interference with
administrative of judicial decision, or governmental appointment (korupsi
pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji
dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan,
intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupso
dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan
administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan)”

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan Black Law

Dictionary:4

“ Corruption an act done with an intent to give some advantage

inconsistent with official duty and and the rights of others. The act of an
official of fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his
station or character to procure some benefit for himself or for another
person, contrary to duty and the right of others” yang artinya“Suatu
perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan

beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan

14 Surachmin, dan Suhandi Cahaya, 2011, Strategi & Teknik Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.

him:10
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kebenaran —kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi
atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan
penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri
atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran —
kebenaran lainnya”.

Menurut Transparency International, korupsi merupakan:

“ korupsi sebagai perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai
negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau
memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara
menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka”

2.2.2 Jenis—Jenis Tindak Pidana Korupsi
Menurut  buku KPK tindak pidana  korupsi dikelompokkan
menjadi7 macam. Adapun penjelasannya adalah sebagai
berikut :°
A. Perbuatan yang Merugikan Negara
Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi2 bagian
yaitu:
1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan
negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang —
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang —
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (UU PTPK):

15 Op cit KPK, 2006 Halaman 19
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(1)”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidanadengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda
paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

(2)’Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud
dalam ayat (1)dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat
dijatuhkan.”

2) Menyalahgunakan  jabatan untuk  mencari  keuntungan dan
merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama
dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya
hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang,
kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau
kedudukan.Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU PTPK
sebagai berikut ;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di

pidana dengan pidan penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan
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denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
B. Suap —Menyuap
Suap —menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima
uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.Contoh ;
menyuap pegawai negei yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang
memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini
telah diatur dalam UUPTPK:
a. Pasal 5 ayat (1) UU PTPK;
b. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK;
c. Pasal 5 ayat (2) UU PTPK;
d. Pasal 13 UU PTPK;
e. Pasal 12 huruf a PTPK;
f. Pasal 12 huruf b UU PTPK;
g. Pasal 11 UU PTPK;
h. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK;
i. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK;
J. Pasal 6 ayat (2) UU PTPK;
k. Pasal 12 huruf c UUPTPK;
I. Pasal 12 huruf d UU PTPK

C. Penyalahgunaan Jabatan
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Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah
seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya
melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau
membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk
menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaiamana
rumusan Pasal 8 UU PTPK.Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga
ketentuan pasal —pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan,antara
lain:

a. Pasal 9 UU PTPK;

b. Pasal 10 huruf a UU PTPK;

c. Pasal 10 huruf b UU PTPK;

d. Pasal 10 huruf c UU PTPK.

D. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi
menjadi 2 yaitu :

1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain
atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua)
bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :

a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah
karenamempunyai kekuasaandan dengan kekuasaannya
itumemaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu y